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1. 1. Latar Belakang

Pembangunan daerah Kalimantan Selatan yang telah dilaksanakan selama
kurun waktu Tahun 2006-2010 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi
kehidupan masyarakat. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang
masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama
periode berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program
Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, yang terpilih pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Gubernur Tahun 2010. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 adalah tahapan lima (5)
tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, vyaitu
“Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa
Berbasis Agro industri”. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana
Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan
secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan
masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi
pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-
2015 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu
politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-
masukan dari atas - bawah serta bawah-atas (topdown - bottom up);

Amanat pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 ayat (2) mengatur bahwa
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga ) bulan
setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu pasal 150 ayat (3) huruf ¢ Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
berpedoman pada peraturan pemerintah. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan
peraturan daerah, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan jangka
waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
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1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1  Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dimaksudkan
sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan bagi pemerintah daerah provinsi
untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan
yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Wakil
Gubernur Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJMN serta berbagai aspirasi seluruh
pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk menjadi acuan dan
pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan
Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus
merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan secara berjenjang.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 adalah
sebagai berikut :

(1)  menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Gubernur/Wakil
Gubernur Kalimantan Selatan ke dalam arah kebijakan dan program
pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2015 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber
dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber dana lainnya;

(3) mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Pusat;

(4) menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

(5) menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan;

(6) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta
dan masyarakat.
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Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar I.1.

Gambar I.1
Proses Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Perda No. 17 Tahun 2009
Tentang RPJPD Provinsi Kalimantan
Selatan

Rancangan Awal
Evaluasi Pembangunan RPJMD oleh Bappeda
Daerah '«
Visi, Misi, Program

Memperhatikan kepada
RPJM Nasional Tahun
2010-2014

- 7
Q
T

Musrenbang RPJMD

.

Perumusan Rencana Akhir RPJMD
Berdasarkan Hasil Musrenbang RPJMD

.

RPJMD ditetapkan melalui dua tahapan:

Daerah (3 bulan setelah dilantik)

Negeri (6 Bulan setelah pelantikan)

1. Tahap penetapan dengan Peraturan Kepala

2. Tahap penetapan dengan Peraturan Daerah
setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam

Sumber:

* Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004

* Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

=  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

* Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010
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1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015,

peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

(1)

)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4410);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
(23)
(24)

(25)

(26)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN

4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (Lembaran Negara 48, TLN 4833);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK
95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005-2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
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Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD
merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam menjalankan agenda
pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan
antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

(1)

)

(3)

(4)

RPJMD dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua
dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.
Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi dan
program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masa bakti
tahun 2011-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang
termuat dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.

RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan
struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang
berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra
SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi
program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan.

RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 setiap tahun
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu
dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang
memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya
Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara RPJMD Provinsi
Kalimantan Selatan dengan RPJM Nasional disamping dengan Dokumen
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Perencanaan lainnya. Guna memahami posisi RPJMD dengan kerangka sistem
perencanaan pembangunan nasional, secara diagramatis dapat dilihat pada
gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain

Renstra RKA Rincian Pemerintah
KL KL KL Pusat
Rl REM oman - RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan I Diserasikan Melalui
* v Musrenbang
man Pemerintah
RAPBD <+— APBD Daerah
doman ..
RKA - Rincian
SKPD APBD

1.5. Sistematika Penulisan

(1)  Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan ,
landasan hukum dan hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan
Lainnya.

(2) Gambaran Umum Kondisi Daerah berisi penjelasan tentang

e Aspek Geografis (uraian potensi pengembangan kawasan budidaya); letak &
kondisi, Topologi, Geologi, Hidrologi, Klimatologi, dan Penggunaan Lahan.

e Aspek Kesejahteraan Masyarakat (kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga)

e Aspek Pelayanan Umum (pelayanan dasar dan pelayanan penunjang)

e Aspek Daya Saing Daerah (kemampuan ekonomi daerah, fasilitas
wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan SDM)

e Aspek Tata Ruang (Struktur dan pola ruang)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan, berisi penjelasan
tentang Pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana pertimbangan dan
sumber pendapatan daerah lainnya, Belanja daerah, baik belanja langsung
maupun tidak langsung, Pembiayaan Daerah, penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah (SILPA, Pinjaman daerah dan Investasi serta penyertaan
modal daerah Neraca daerah (tentang kekayaan/aset daerah, kewajiban dan
ekuitas daerah)

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Isu-Isu Strategis
Penjelasan permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi dalam
pembangunan daerah

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi penjelasan tentang Visi pembangunan, Misi
pembangunan dan Agenda Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan, memuat tentang strategi dan arah kebijakan untuk
menimplementasikan program Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Memuat rumusan program pembangunan jangka menengah daerah berikut
pagu sementara yang diusulkan untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan
Kepala Daerah dengan DPRD Hasil kesepakatan tersebut merupakan indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang menjadi
acuan SKPD menyusun Renstra

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Memuat penjelasan tentang program prioritas, target capaian yang terukur,
SKPD penanggungjawab, disertai kebutuhan/kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif menurut budang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah, memuat tentang indikator kinerja daerah,
yang terdiri dari atas, indikator kinerja makro, indikator kinerja misi dan indikator
kinerja program.

Pendoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, memuat tentang pedoman transisi
dan kaedah pelaksanaan dalam rangka menjaga kesinambungan dan sinergi,
mengisi kekosongan rencana pembangunan  tahun 2016, serta sebagai
pedoman penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011 - 2015 Page 9



